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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2619/Pdt.G/2020/PA.JU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kota  Jakarta  Barat,  sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kota  Jakarta  Utara,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  01 Desember

2020 yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  Utara

dengan register perkara Nomor 2619/Pdt.G/2020/PA.JU, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah  pada

tanggal  30  Mei  2002  dihadapan  Pejabat  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  ,  sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan  nikah  Nomor:

tertangal 03 Juni 2002). 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di  Kota  Jakarta  Utara.  Selama
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pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

yang bernama ANAK KE I  (L) umur 18 tahun, ANAK KE II  (P) umur 15

tahun dan ANAK KE III (P) umur 8 tahun;  

3. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-

isteri,  akan  tetapi  sejak  tahun  2010,  Pemohon  dengan  Termohon  mulai

terjadi  perselisihan  dan  percecokan  yang  terus-menerus  dan  sulit

didamaikan yang disebabkan antara lain: 

1. Termohon  menjalin  hubungan  dengan  Pria  Idaman  Lain  (PIL)  yang

diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan langsung Pria Lain tersebut;

2. Termohon dan Pemohon sering kali terlibat dalam permasalahan sepele

yang sudah bisa untuk didamaikan kembali;  

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan

memberi  nasehat  serta  saran kepada Termohon agar  ia  dapat  merubah

sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun

sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena

itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;  

5. Bahwa puncak keretakan hubungan  antara  Pemohon dengan Termohon

tersebut terjadi kurang lebih tahun 2013, yang akibatnya Pemohon pergi

meninggalkan Temohon berdasarkan alamat  tersebut   diatas.  Selama itu

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;  

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun

dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina

rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi

untuk melanjutkan hidup berumah tangga denganTermohon;  

 7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:
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Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  PEMOHON  untuk  ikrar  menjatuhkan

talak  1  (satu)  raj'i  terhadap  Termohon  TERMOHON  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Jakarta Utara; 

3. Biaya perkara menurut hukum; 

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan  yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasehat  kepada  Pemohon  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon  yang  pada  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti  surat berupa :

1.   Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  Tanggal  03  Juni  2002  atas  nama

Pemohon  dan  Termohon  yang  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah bermeterai cukup
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dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1. dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI  I,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

bertempat  tinggal  di  Jakarta  Barat.  Saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangan  dibawah  sumpah  di  muka  sidang

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang

untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon

saudara kandung saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;

- Bahwa  setahu  saksi  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Jakarta Utara;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga  Pemohon dengan Termohon pada

awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang  saksi  tahu  penyebabnya  Termohon  menjalin  hubungan

dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon berdasarkan

pengakuan  langsung  Pria  Lain  tersebut,  Termohon  dan  Pemohon

sering kali terlibat dalam permasalahan sepele yang sudah bisa untuk

didamaikan kembali; 

- Bahwa  setahu  saksi  puncak  keretakan  hubungan  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  kurang  lebih  tahun  2013,  yang

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama

itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara

Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon

agar  tetap  mempertahankan  rumahtangganya  dengan  Termohon,
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namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin

bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II,  umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal  di  Jakarta  Barat.  Saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan

dibawah  sumpah  di  muka  sidang

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang

untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon

teman saksi;

 Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;

 Bahwa  setahu  saksi  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Jakarta Utara;

 Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;

 Bahwa setahu saksi rumah tangga  Pemohon dengan Termohon pada

awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa yang  saksi  tahu  penyebabnya  Termohon  menjalin  hubungan

dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon berdasarkan

pengakuan  langsung  Pria  Lain  tersebut,  Termohon  dan  Pemohon

sering kali terlibat dalam permasalahan sepele yang sudah bisa untuk

didamaikan kembali; 

 Bahwa  setahu  saksi  puncak  keretakan  hubungan  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  kurang  lebih  tahun  2013,  yang

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama

itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara

Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon

agar  tetap  mempertahankan  rumahtangganya  dengan  Termohon,

namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin

bercerai dengan Termohon;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak

keberatan;

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Pemohon menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya

mohon putusan yang seadi-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

yang  telah  termuat  dalam berita  acara  sidang  yang  dianggap  sebagai  satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka

sidang  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak

ternyata  ketidakhadirannya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,

sementara  permohonan  Pemohon tidak  melawan hukum,  dengan  didasaran

kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil

dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon

dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa  dari  posita  permohonan  Pemohon  telah  jelas

menunjukan  sengketa  perkawinan  dan  dengan  didasarkan  kepada  dalil

Pemohon  sendiri  tentang  domisili  Pemohon  yang  berada  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

1989,  maka  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  berwenang  menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975,

majelis  hakim  telah  berupaya  menasihati  Pemohon  agar  mempertahankan

rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa dari  posita permohonan Pemohon, majelis menilai

bahwa  yang  dijadikan  alasan  permohonan  Pemohon  adalah  karena  dalam

rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

dan  karenanya  secara  formal  permohonan  Pemohon  patut  diterima  dan

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dari  posita permohonan Pemohon, Majelis menilai

bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman

Lain (PIL) yang diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan langsung Pria Lain

tersebut,  Termohon  dan  Pemohon  sering  kali  terlibat  dalam  permasalahan

sepele  yang  sudah  bisa  untuk  didamaikan  kembali mengakibatkan  antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang,  bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan

terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil  permohonan

Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

atas  nama  Pemohon  dan  Termohon  (Bukti  P.1),  harus  dinyatakan  terbukti

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah  identik  dengan  pertengkaran mulut  rumah tangga dapat  dinyatakan

telah terjadi  perselisihan jika hubungan antara pasangan suami  isteri  sudah

tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi  dengan

ditemukannya  fakta  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  rumah,

menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling

percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh

Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara
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Pemohon dengan Termohon dan hal-hal  yang menyebabkan perselisihan itu

terjadi  yang  diperkuat  dengan  keterangan  saksi-saksi  yang  pada  intinya

menjelaskan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan

dalam  rumah  tangga  dan  pihak  keluarga  telah  cukup  mendamaikan  kedua

belah  pihak  berperkara,  sementara  majelis  juga  telah  berupaya  menasihati

Pemohon agar  tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai

dengan  Termohon  yang  menunjukkan  bahwa  Pemohon  sudah  tidak  lagi

berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik

suatu  kesimpulan  yang  merupakan  fakta  adalah  bahwa  antara  Pemohon

dengan Termohon  telah terjadi  perselisihan dalam rumah tangga yang sulit

untuk dirukunkan lagi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Pemohon  yang  tidak

dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang

diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa

yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah

Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui

Pemohon berdasarkan pengakuan langsung Pria Lain tersebut, Termohon dan

Pemohon  sering  kali  terlibat  dalam  permasalahan  sepele  yang  sudah  bisa

untuk didamaikan kembali, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon

telah  pisah  rumah,  majelis  berpendapat  bahwa  yang  menjadi  sebab

perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  tersebut  telah

merupakan bukti  bahwa rumah tangga  antara Pemohon dengan Termohon

telah  pecah,  dan  sendi-sendi  rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk

ditegakkan  kembali  yang  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  rusak  (broken  marriage)  sehingga  telah

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud  pasal 19 huruf (f)  PP

No. 9 tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor

1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan
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Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

sikap saling mencintai,  saling pengertian dan saling melindungi  dan bahkan

Pemohon  tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah

tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian

dapat  dijadikan  salahsatu  alternatif  untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah

tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  No.  7  tahun  1989  biaya  perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  serta  segala  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan  Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap  Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Jakarta Utara;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp.  665.000,- 

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Jakarta  Utara  pada  hari  Kamis  tanggal  23  Desember  2020  M.

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawwal 1442 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  Agus Abdulah,  MH.  dan HJ.  Shafwah,  SH,MH.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, SH., MH. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota

DRS. AGUS ABDULLAH, MH.

Ketua Majelis

DRS. AMRI, SH.MH.
Hakim Anggota

HJ. SHAFWAH, SH,MH.

Panitera Pengganti

DWIARTI YULIANI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya pendaftaran..........................

2. Biaya ATK/Proses ..........................

3. Biaya panggilan.............................

4. PNBP panggilan.............................

5. Biaya redaksi ................................

6. Biaya Materai.................................

                   T o ta l..........................

Rp. Rp.    30.000.00

Rp. Rp.    75.000.00

Rp  Rp.  514.000.00

Rp.    30.000.00

Rp. Rp.    10.000.00

Rp.   Rp.        6.000  .00  

Rp. Rp.  665.000.00
                            (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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